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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 73 TAHUN 2012

TENTANG

STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ekosistem mangrove merupakan sumberdaya
lahan basah wilayah pesisir dan sistem penyangga
kehidupan dan kekayaan alam yang nilainya sangat
tinggi, oleh karena itu perlu upaya perlindungan,
pelestarian dan pemanfaatan secara lestari untuk
kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk menyelenggarakan pengelolaan ekosistem
mangrove berkelanjutan yang merupakan bagian integral
dari pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu dengan
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai diperlukan koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor, instansi
dan lembaga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengelolaan
Ekosistem Mangrove;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang
Pengesahan United Nations Convention On Biological
Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang
Pengesahan United Nations Framework Convention on
Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan
Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3557);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Tahun 2004
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
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9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4739);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 4453);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

1. Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang selanjutnya
disingkat SNPEM adalah upaya dalam bentuk kebijakan dan program
untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove lestari dan
masyarakat sejahtera berkelanjutan berdasarkan sumber daya yang
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tersedia sebagai bagian integral dari sistem perencanaan
pembangunan nasional.

2. Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi
mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga
dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai
terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang
terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam
membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

3. Pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan adalah semua upaya
perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan lestari melalui proses
terintegrasi untuk mencapai keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem
mangrove bagi kesejahteraan masyarakat.

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan
para Menteri.

5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan
Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Gubernur dan Bupati/Walikota adalah Gubernur, Bupati/Walikota
yang wilayah administrasinya terdapat wilayah pesisir yang ditumbuhi
mangrove dan atau berpotensi ditumbuhi mangrove.

Pasal 2

(1) SNPEM bertujuan untuk mensinergikan kebijakan dan program
pengelolaan ekosistem mangrove yang meliputi bidang ekologi, sosial
ekonomi, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan untuk
menjamin fungsi dan manfaat ekosistem mangrove secara
berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

(2) SNPEM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi arah kebijakan,
asas, visi, misi, dan sasaran, sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini
.

(3) SNPEM dilaksanakan secara terkoordinasi sebagai landasan dan
pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan
masyarakat.

Pasal 3

Pelaksanaan SNPEM mengacu pada :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

b. Rencana Tata Ruang Wilayah;

c. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional; dan

d. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
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Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan SNPEM dibentuk Tim Koordinasi Nasional
Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi
Nasional.

Pasal 5

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, terdiri atas:

a. Pengarah

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Keuangan;

3. Menteri Lingkungan Hidup;

4. Menteri Pekerjaan Umum;

5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
nasional;

b. Pelaksana

Ketua : Menteri Kehutanan;

Ketua Alternate : Menteri Kelautan dan Perikanan;

Sekretaris : Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai dan Perhutanan Sosial, Kementerian
Kehutanan;

Wakil Sekretaris : Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil, Kemen-terian Kelautan dan Perikanan;

Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber
Daya Hayati, Kementerian Koor-dinator Bidang
Perekonomian;

2. Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup
dan Kerawanan Sosial, Kementrian Koordinator
Bidang Kesejah-teraan Rakyat

3. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri;

4. Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan
Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian
Lingkungan Hidup;

5. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan
Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan;
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6. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan,
Kementerian Kehutanan;

7. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan
dan Perikanan;

9. Direktur Jenderal Penataan Ruang,
Kementerian Pekerjaan Umum;

10. Direktur Jenderal Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum;

11. Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya,
Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal;

12. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;

13. Deputi Ilmu Pengetahuan Hayati, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia;

14. Deputi Ilmu Pengetahuan Kebumian, Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia;

15. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik,
Badan Informasi Geospasial;

16. Deputi Pengaturan dan Penataan Pertanahan,
Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 6

(1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas sebagai
berikut:

a. memberikan arahan dalam penyusunan kebijakan, strategi,
program, dan indikator kinerja pengelolaan mangrove;

b. menetapkan kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja
pengelolaan mangrove.

(2) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bertugas sebagai
berikut:

a. menyusun kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja
pengelolaan mangrove;

b. mengoordinasikan pelaksanaan SNPEM yang menyangkut
perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian,
pengawasan, pelaporan dan sosialisasi; dan
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c. mengoordinasikan penyiapan dukungan pembiayaan/ anggaran
untuk pelaksanaan SNPEM.

Pasal 7

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional, Ketua
Pelaksana membentuk Kelompok Kerja Mangrove Tingkat Nasional.

Pasal 8

(1) Tim Koordinasi Nasional menyampaikan laporan kepada Presiden
setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Tim Koordinasi Nasional mengadakan rapat koordinasi sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.

(3) Tim Koordinasi Nasional dapat mengundang dan/atau meminta
pendapat dari instansi pemerintah terkait dan/atau pihak lain yang
dianggap perlu

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan SNPEM di provinsi, gubernur menetapkan
Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Tingkat Provinsi dan
membentuk Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove
Tingkat Provinsi.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategi
Pengelolaan Ekosistem Mangrove Tingkat Provinsi, Ketua Tim
Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi
membentuk Kelompok Kerja Mangrove Tingkat Provinsi.

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan SNPEM di kabupaten/kota, bupati/walikota
menetapkan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Tingkat
Kabupaten/Kota dan membentuk Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan
Ekosistem Mangrove Tingkat Kabupaten/Kota.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategi
Pengelolaan Ekosistem Mangrove Tingkat Kabupaten/Kota, Ketua Tim
Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Tingkat
Kabupaten/Kota membentuk Kelompok Kerja Mangrove Tingkat
Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Hubungan kerja antara Tim Koordinasi Tingkat Nasional, Tim Koordinasi
Tingkat Provinsi, dan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota bersifat
koordinatif dan konsultatif.
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Pasal 12

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Strategi Nasional
Pengelolaan Ekosistem Mangrove dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.depkumham.go.id



2012, No.1669

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2012
TENTANG
STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN EKOSISTEM
MANGROVE
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